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ABSTRAK 

Fenomena lembaga jasa keuangan yang sedang berkembang di 

Indonesia adalah financial technology peer to peer lending berbasis 

syariah. Lembaga tersebut menawarkan berbagai kemudahan dalam 

bertransaksi dengan menggunakan kecanggihan teknologi yang 

dipadukan dengan sistem kerja yang lebih efektif dan efesien. Peran 

financial technology peer to peer lending berbasis syariah adalah  

sebagai perusahaan yang menyediakan jasa pembiayaan untuk pelaku 

UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan lahan investasi bagi 

para pemilik modal. Di balik kemudahan bertransaksi dengan financial 

technology peer to peer lending berbasis syariah bukanlah tanpa risiko, 

apalagi praktik jasa keuangan seperti ini masih baru, yang membuatnya 

rentan dari segi keamanan meliputi data-data penggunanya,  maupun 

terjadi froud and identity theft  (penipuan dan identitas palsu). Selain 

itu bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dalam 

mengawasi praktik financial technology peer to peer lending secara 

keseluruhan. 

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian 

lapangan (field research) dengan pendekatan normatif fatwa dan 

sosiologi hukum. Dalam menganalisis data penulis menggunakan 

metode deduktif, yaitu menguraikan data yang bersifat umum 

kemudian menarik kesimpulan secara khusus. Lokasi penelitian penulis 

yaitu di bagian pengembangan dan penelitian financial technology 

Otoritas Jasa Keuangan Jakarta. Sedangkan sumber data dalam 

penelitian ada dua yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer 

yang didapat dari Otoritas Jasa Keuangan, al-Qur‟ān, al-Ḥadīṡ, Fatwa 

DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018. Peraturan Otoritas Jasa 

Keungan No. 77/POJK.01/2016. Sedangkan Data skunder meliputi 

buku-buku tentang hukum bisnis syariah, artikel ilmiah, dan jenis karya 

ilmiah lainnya yang masih berkaitan dengan financial technology peer 

to peer lending, yang kemudian dianalisis menggunakan metode 

deduktif sehingga dapat diperoleh jawaban atas permasalahan yang 

dirumuskan. 

Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa, dalam 

mekanisme perusahaan financial technology peer to peer lending 

berbasis syariah perusahan sebagai penyelenggara layanan jasa 

keuangan yang mempertemukan antara Investor dan pelaku UMKM 

secara langsung di platform marketplace. sedangkan peran Otoritas 

Jasa Keuangan sebagai regulator, mengawasi kegiatan perusahan 
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financial technology peer to peer lending secara keseluruhan dan 

membuat aturan rekam jejak audit yang memberikan laporan secara 

berkala per 1 bulan dan per 1 tahun, mengatur standaritas sistem 

keamanan, memberikan status terdaftar dan berizin. Dalam aplikasi 

akad financial technology peer to peer lending berbasis syariah 

perspektif hukum bisnis syariah sah dilakukan jika sesuai prinsip-

prinsip syariah, dengan aplikasi akad wakālah bil ‘ujrah untuk 

perusahaan, dan akad-akad dalam pembiayaan di financial technology 

peer to peer lending berbasis syariah, seperti akad muḍārabah, 

musyārakah, dan akad-akad yang telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI 

No. 117/DSN-MUI/II/2018. 

Kata kunci: Financial technology peer to peer lending berbasis syariah, 

Otoritas Jasa Keuangan dan hukum bisnis syariah. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, 

tanggal 10 September 1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Hurup 

Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba‟ b be ة

 ta‟ t te ث

 ṡa‟ ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 żal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra‟ r er ز
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 zai z zet ش

 sin s es ض

 syin sy es dan ye غ

 sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa‟ ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa‟ ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ koma terbalik di atas„ ع

 gain g ge غ

 fa‟ f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em و

ٌ nun n en 
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ٔ wawu w we 

ِ ha‟ h ha 

 hamzah „ apostrof ء

٘ ya‟ y ye 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 يتعقديٍ

 عدة

Ditulis 

Ditulis 

muta‟aqqidīn 

„iddah 

C. Ta’ Marbutah 

1. Bila dimatikan ditulis h (ketentuan ini tidak diperlakukan 

terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa 

Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

 ْبت

 جصيت

Ditulis 

Ditulis 

hibbah 

jizyah 

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu 

terpisah, maka ditulis dengan h. 
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ايت الأٔنيبءكس  Ditulis karāmah al-auliyā‟ 

3. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasra, dan 

dammah ditulis t. 

 Ditulis zakātul fiṭri شكبة انفطس

D. Vokal Pendek 

______  َ ______ 

______  َ ______ 

______  َ ______ 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

a 

i 

u 

E. Vokal Panjang 

fathah + alif 

 جبْهيت

fathah + ya‟ mati 

 يععٗ

kasrah + ya‟ mati 

 كسيى

dammah + wawu 

mati 

 فسٔض

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

a 

jāhiliyyah 

a 

yas‟ā 

i 

karīm 

u 

furūḍ 

 



xii 
 

F. Vokal Rangkap  

fathah + ya‟ mati 

 بيُكى

fathah + wawu mati 

 قٕل

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

ai 

bainakum 

au 

qaul 

 

G. Vokal Pendek Yang Berurutan dalam Suku Kata Dipisahkan 

dengan Apostrof 

 أأَتى

 أعدث

 نئٍ شكستى

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

a‟antum 

u‟idat 

la‟in syakartum 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti Hurup Qomariyah 

 انقساٌ

 انقيبض

Ditulis 

Ditulis 

al-qura„ān 

al-qiyās 
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b. Bila diikuti dengan Huruf Syamsiyah ditulis dengan 

menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta 

menghilangkan huruf l (el)-nya. 

 انشًط

 انعًبء

Ditulis 

Ditulis 

asy-syams 

as-samā‟ 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

 ذٔ٘ انفسٔض

 أْم انعُت

Ditulis 

Ditulis 

żawī al-furūḍ 

ahl as-sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi digunakan sebagai 

alur kerja logistik untuk beberapa proses dalam perusahaan seperti 

penjualan, finansial, travel, dan lain sebagainya. Teknologi telah 

menjadi bagian penting dalam rencana bisnis. Hampir seluruh 

perusahaan baik mikro maupun makro menggunakan teknologi sebagai 

salah satu aktivitas yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan 

layanan bisnis yang dikelola. Pemanfaatan teknologi terbukti baik 

dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas tenaga kerja, serta telah 

menciptakan puluhan ribu hingga ratusan ribu peluang bisnis dan 

pekerjaan saat ini. Salah satu peluang bisnis dalam pemanfaatan 

teknologi adalah Fintech (Financial Technology). 

Financial Technology adalah bentuk penerapan teknologi informasi 

di bidang keuangan. Awalnya pada tahun 2004, muncul berbagai model 

keuangan baru yang dimulai pertama kali oleh Zapo sebuah institusi 

keuangan di Inggris yang menjalankan jasa peminjaman uang. 

Kemudian ada juga model keuangan baru melalui perangkat lunak 

Bitcoin yang digagas oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008. Dalam 

perspektif sejarah, konsep inti dari pengembangan financial technology 

sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari aplikasi konsep peer-to-peer 

(P2P) yang digunakan oleh Napster pada tahun 1999 untuk music 

sharing.
1
 

                                                           
 

1
 Bambang Pratama, “Mengenal Lebih Dekat Financial Technology”, dalam 

www.business-law.binus.ac.id, diakses tanggal 8 Desember 2017. 

http://www.business-law.binus.ac.id/


2 
 

 
 

Legalitas financial technology di Indonesia, berawal dari pertemuan 

komunitas financial technology pada bulan Maret tahun 2015 kemudian 

dilanjutkan dengan peluncuran dan sosialisasi ke publik pada bulan 

September sampai bulan Oktober 2015 melalui pertemuan dengan 

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan 

pertemuan rutin dwimingguan. Selanjutnya pada bulan Maret tahun 

2016, financial technology secara resmi terdaftar sebagai badan hukum 

perkumpulan di Kementrian Hukum dan HAM RI. Bulan Juli 2016, 

financial technology mengadakan pertemuan dengan Gubernur Bank 

Indonesia (BI) dan memulai sesi rutin dengan BI, pada bulan 

September 2016 sampai sekarang financial technology aktif bermitra 

dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan seluruh lembaga 

pemerintahan lainnya dalam mengembangkan kebijakan financial 

technology di Indonesia.
2
 

Dengan adanya financial technology, nasabah tidak harus pergi ke 

bank mengambil antrian mengisi formulir untuk melakukan 

pembayaran, investasi, pinjam meminjam dan lain sebagainya. 

Financial technology membuat transaksi semuannya menjadi mudah, 

cepat, dan efisien. 

Financial technology sebagai perusahaan star-up mampu bersaing 

dengan lembaga keuangan lainnya. Perkembangan financial technology 

terjadi sangat signifikan di pasar Indonesia, salah satu layanannya yang 

dapat perhatian lebih adalah produk peer to peer lending. Produk 

tersebut merupakan praktik memberikan pinjaman uang yang 

menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan peminjam. Praktik 

                                                           
 

2
 https://fintech.id/, About us visi misi sejarah dan struktur organisasi, 

diakses tanggal 9 Desember 2017. 

https://fintech.id/
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pinjaman ini dilakukan secara cepat dengan mengisi formulirnya lewat 

gadget secara online. Jika disetujui, maka dana tersebut langsung turun 

ke rekening peminjam. Financial technology peer to peer lending 

sebagai inovasi modern memadukan antara teknologi dan keuangan 

membuat proses transaksi lebih praktis. 

Di balik kemudahan bertransaksi dengan financial technology peer 

to peer lending bukanlah tanpa risiko. Apalagi praktik keuangan seperti 

ini masih baru ditambah pihak penyedia layanan financial technology 

peer to peer lending hanya berperan sebagai wadah pertemuan antara 

pemberi pinjaman / investor dan peminjam. Berikut mekanisme dalam 

financial technology peer to peer lending dapat dilihat pada skema di 

bawah ini.
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 www.financialku.com, baca ini sebelum investasi di website peer to peer  

lending indonesia., diakses tanggal 20 Februari 2018. 
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Skema 1 : Mekanisme Financial Technology Peer To Peer 

Lending. 

 

 

 

  Peminjam              

Investor 

 

 

 

 

 

Sumber: Financialku.com 

Dari skema di atas dapat dipahami bahwa peran financial 

technology peer to peer lending tersebut, hanya sebagai perantara yang 

mempertemukan pihak investor dan peminjam. 

Adapun perusahaan financial technology peer to peer lending 

hanya berperan sebagai penyedia platform (sebagai wadah untuk 

menjalankan perangkat lunak). Praktik keuangan financial technology 

peer to peer lending tersebut di atas, menurut penulis rentan terhadap 

berbagai masalah, antara lain: 

 

 

P 2 P Lending 

Informasi Peminjaman 

Pokok Investasi & 

Bunga 

Kriteria Peminjam, 

Investasi 

Kebutuhan Pinjaman 

Pengembalian Pokok 

& Bunga 

Administrasi, uang 

pinjaman 

 Menilai risiko 

 Menyusun aturan sesuai dengan regulasi pemerintah 

 Operasional dana administrasi 

 Teknologi dan edukasi 

 Menyeimbangkan antara permintaan pinjaman dan suplai dana 

dari investor 
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1. Kredit macet dan gagal bayar. 

Ketika perusahaan financial technology peer to peer lending 

hanya berperan sebagai perantara saja, timbul pertanyaan, 

bagaimana tanggung jawab perusahaan apabila terjadi kredit macet 

dan gagal bayar? Apakah perusahan financial technology peer to 

peer lending bisa menjamin dan meyakinkan para investor bahwa 

praktik financial technology peer to peer lending memiliki potensi 

yang minim kredit macet dan gagal bayar? Mengingat perusahaan 

financial technology peer to peer lending antara investor dan 

peminjam tidak pernah tatap muka sebelumnya, ini berpotensi 

rawan kredit macet dan gagal bayar yang menyebabkan pihak 

investor dirugikan. 

2. Sistem keamanan. 

Financial technology peer to peer lending yang baru berjalan 

tiga tahun rentan terhadap sistem keamanannya, mulai dari 

penyalahgunaan data, penipuan, hingga pembobolan sistem oleh 

hacker yang di dalamnya ada kerahasiaan data para konsumen. 

Dikatakan rentan karena track record pengelola perusahaan 

financial technology peer to peer lending yang masih terbatas, baik 

dalam pengalaman maupun skill pengelola perusahaan itu sendiri. 

Tentu ini berisiko terhadap nasib para konsumen. Kaitannya dengan 

hal ini, muncul persoalan, langkah konkret apa yang dilakukan oleh 

perusahaan financial technology peer to peer lending sebagai 

penyedia platform layanan dalam jasa keuangan, dan upaya hukum 

apa yang diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai 

regulator dan pengawas aktivitas perusahaan financial technology 

peer to peer lending untuk melindungi hak para konsumen? 
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3. Financial technology peer to peer lending dari sisi ajaran Islam. 

Permasalahan-permasalahan terkait financial technology peer to 

peer lending tidak hanya sampai di situ, Indonesia sebagai negara 

mayoritas muslim tentu harus diperhatikan terkait hukum 

menggunakan financial technology peer to peer lending. 

Setidaknya ada jaminan bahwa menggunakan financial technology 

peer to peer lending tidak berbenturan dengan syariat Islam, karna 

penulis melihat peminat financial technology peer to peer lending 

bukan hanya non muslim tapi juga dari kalangan  orang-orang 

Islam.  

Dari sisi ajaran Islam, prinsip-prinsip syariah yang 

dikedepankan sesuai dengan al-Qur’an dan al-Ḥadis dan jauh dari 

praktik garār, riba, spekulasi dan lain-lain. Timbul pertanyaan 

bagaimana hukum melakukan transaksi financial technology peer to 

peer lending menurut perspektif hukum bisnis syariah? Sedangkan 

transaksi tersebut antara investor dan peminjam hanya diwadahi 

oleh sebuah system platform. Selanjutnya langkah apa yang akan 

dilakukan lembaga keuangan syariah dalam merespon kemajuan 

pembiayaan berbasis teknologi tersebut. Hal ini tentu saja harus 

menjadi perhatian dari berbagai pihak, termasuk di antaranya dari 

Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI). 

Berbagai permasalahan tersebut di atas, penulis membuat kajian 

komprehensif terkait financial technology peer to peer lending sangat 

diperlukan untuk mengukur sejauh mana hukum Islam mengikuti 

perkembangan finansial modern yang semakin dinamis dan praktis. 

Oleh karena itu, Penulis memutuskan melakukan penelitian dalam 

sebuah karya berjudul “Penerapan Prinsip Syariah Pada Financial 
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Technology Peer To Peer Lending Berbasis Syariah Pespektif Hukum 

Bisnis Syariah.” Objek kajian pada penelitian ini ditinjau dan dianalisis 

dengan teori Hukum Bisnis Syariah. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa begitu 

banyak persoalan yang mengiringi kehadiran financial technology peer 

to peer lending. Sehingga dapat dirumuskan tiga masalah pokok dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Apa peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi aktivitas 

financial technology peer to peer lending?  

2. Bagaimana aplikasi prinsip syariah pada financial technology 

peer to peer lending berbasis syariah perspektif hukum bisnis 

syariah? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalah-permasalahan 

yang diangkat dalam rumusan masalah, yakni sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan seberapa besar peran Otoritas Jasa 

Keuangan dalam mengawasi aktivitas financial technology peer 

to peer lending. 

2. Untuk menjelaskan aplikasi akad yang sesuai dengan prinsip 

syariah pada financial technology peer to peer lending berbasis 

syariah perspektif hukum bisnis syariah. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi civitas 
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akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan dapat menjadi referensi 

yang berguna secara teoritis dan praktis, sebagai berikut: 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu 

pengetahuan khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Syariah dan 

Hukum, sehingga dapat memberikan kontribusi akademik mengenai 

financial technology peer to peer lending berbasis syariah. 

Umumnya sebagai bahan acuan/rujukan bagi para pengguna 

financial technology peer to peer lending berbasis syariah sebagian 

dan keseluruan. 

2. Manfaat Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

evaluasi dan pembelajaran bagi para pengguna  financial 

technology peer to peer lending berbasis syariah khususnya bagi 

para investor dan para peminjam, para praktisi bidang ekonomi dan 

bisnis, para praktisi hukum, yang tentunya tidak lain untuk 

memperoleh pemahaman tentang mekanisme dan aturan financial 

technology peer to peer lending berbasis syariah dilihat dari 

perspektif hukum bisnis syariah. Umumnya untuk memberikan 

gambaran yang lebih mendalam mengenai praktik financial 

technology peer to peer lending berbasis syariah. 

E. Kajian Pustaka 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang financial technology 

yang baru disahkan pemerintah Indonesia tahun 2016, maka penelitian 

sejenis belum dikembangkan di Indonesia. penelitian-penelitian tentang 
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permasalahan financial technology peer to peer lending bisa dikatakan 

sebagai penelitian hukum bisnis baru di Indonesia terutama yang 

basisnya syariah. akan tetapi, bukan berarti penelitian ini yang pertama 

kali dilakukan terhadap permasalahan financial technology peer to peer 

lending, ada beberapa penelusuran litelatur yang berkaitan dengan 

perkembangan fianacial technology. Berikut tulisan membahas kajian 

yang sama. 

Penelitian yang ditulis oleh Droby, Daniel, dan karkkainen, Tatja 

dengan Judul FinTech in Scotland: Building a Digital Future for The 

Financial Sector. University of Strathclyde-Departement of Accounting 

an Finance, Tahun 2016.
4
 Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana 

sektor keuangan ini berubah menjadi transaksi digitalisasi dan apa yang 

perlu dilakukan Skotlandia dalam memanfaatkannya. Secara khusus, 

penelitian ini menyajikan hasil dari analisis menunjukkan dampak 

ekonomi dari pendekatan proaktif terhadap financial technology. 

Penelitian yang ditulis oleh Julian, James Dickerson, dan Samad 

Masood dengan Judul The Future of Fintech and Banking: Digitally 

Disrupted or Reimagined, 2015.
5
 Penelitian tersebut menjelaskan 

bagaiman tantangan bisnis di sektor financial technology dan 

perbankan di masa depan. Revolusi layanan keuangan digital 

berpotensi mengurangi peran bank saat ini, karena digital menciptakan 

layanan yang lebih baik, praktis dan cepat. Perbankan harus membuat 

                                                           
 

4
 Droby, Daniel, dan karkkainen, Tatja FinTech in Scotland: Building a 

Digital Future for The Financial Sector. University of Strathclyde- Departement of 

Accounting an Finance. Conference Paper, Prepared For The Future Of Fintech 

Supported By International Finanacial Services District (IFSD) The Technology 

Innovation Centre, Glasgow. 2 September (2016). 
 

5
 Julian, James Dickerson, dan Samad Masood,The Future of Fintech and 

Banking: Digitally Disrupted or Reimagined. Proquest Journal, Accentur Financial  

(2015). 
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terobosan inovatif agar tidak tergeser oleh  star-up financial 

technology. Dalam jurnal ini langkah yang harus diambil adalah 

berkolaborasi antara perbankkan dan perusahaan star-up karna akan 

lebih memberikan keuntungan untuk sektor finansial dan industri 

dengan memanfaatkan teknologi yang kompetitif, dan inovatif di masa 

depan. 

Penelitian yang ditulis oleh  Regita Wijayani dan Nindyo Pramono, 

dengan Judul Perlindungan Hak Konsumen Debitur dan Kreditur Pada 

Transaksi Peer to Peer (P2P) Lending Financial Technology. 

Universitas Gajah Mada Yogyakarta 2017.
6
 Penelitian tersebut 

menjelaskan tentang perlindungan hak konsumen debitur dan kreditur 

pada transaksi peer to peer lending. Hasil penelitiannya masih terdapat 

celah risiko pada layanan peer to peer lending yang harus di perbaiki, 

terutama pada risiko gagal bayar, risiko diserang peretas, risiko 

penipuan, dan risiko penyalahgunaan data klien. Sebagai solusi, 

kemitraan dengan pihak bank dapat dipandang sebagai salah satu 

pilihan untuk mendorong kemajuan bisnis. 

Dari beberapa kajian pustaka tersebut di atas, yakni mengenai 

financial technology peer to peer lending, tentunya penelitian ini 

berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas. 

Perbedaan-perbedaan itu meliputi tentang objek kajian yang lebih fokus 

untuk memahami dasar hukum dan aplikasi akad yang sesuai dengan 

prinsip syariah pada financial technology peer to peer lending berbasis 

syariah ditinjau dengan teori akad hukum bisnis syariah. Perbedaan 

                                                           
 

6
 Regita Wijayani dan Nindyo Pramono, Perlindungan Hak Konsumen 

Debitur dan Kreditur Pada Transaksi Peer to Peer (P2P) Lending Financial 

Technology. Tesis Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada 

Yogyakarta (2017). 
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selanjutnya dari penelitian ini dengan penelitian yang telah disebutkan 

di atas, adalah tempat penelitian financial technology peer to peer 

lending yang telah dilakukan, yakni di kantor Otoritas Jasa Keuangan 

Jakarta. Dari beberapa perbedaan tersebut tentunya hasil dari penelitian 

financial technology peer to peer lending ini juga berbeda, karena 

dikaji menurut perspektif hukum bisnis syariah, itu sebabnya alasan 

penulis memberanikan diri membuat tugas akhir dengan topik dan judul 

“Penerapan Prinsip Syariah Pada Financial Technology Peer To Peer 

Lending Berbasis Syariah Pespektif Hukum Bisnis Syariah.” 

 

F. Kerangka Teoretik 

Kerangka teoretik merupakan cara untuk mengaplikasikan pola 

berfikir penulis dalam membedah dan menganalisis permasalahan 

sehingga dapat menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, adapun 

kerangka teoretik dalam penelitian penerapan prinsip syariah pada 

financial technology peer to peer lending berbasis syariah perspektif 

hukum bisnis syariah, di antaranya: 

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tentang Financial 

 Technology Peer to Peer Lending 

Financial technology peer to peer lending adalah lembaga 

keuangan non bank yang memberikan wadah untuk 

mempertemukan antara lender (pemberi pinjaman) dengan 

borrower (peminjam) secara langsung melalui jaringan internet. 

Dalam prosesnya, financial technology peer to peer lending 

menggunakan rekening bank, baik untuk mentransfer modal yang 

dipinjamkan maupun untuk membayar modal yang telah dipinjam. 
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Financial technology peer to peer lending resmi diatur oleh 

Otoritas Jasa Keuangan, hal ini tertuang dalam Peraturan Otoritas 

Jasa Keungan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan 

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dengan 

adanya regulasi ini, tentunya industri layanan jasa keuangan 

berbasis teknologi informasi atau financial technology peer to peer 

lending diharapkan dapat bertumbuh dan bisa jadi alternatif sumber 

pinjam meminjam uang bagi masyarakat. 

Latar belakang dibuatnya regulasi ini adalah karena makin 

pesatnya jumlah penyelenggara fintech star-up di tahun 2016 lalu, 

dan telah meningkat sekitar tiga kali lipat. Jika pada TW-I 2016 ada 

sekitar 51 perusahaan, pada TW-IV 2016 melesat jadi 135 

perusahaan. Pertumbuhan yang begitu cepat ini perlu diantisipasi. 

Tujuannya untuk melindungi kepentingan konsumen terkait 

keamanan dana dan data, serta kepentingan nasional terkait 

pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan stabilitas 

sistem keuangan.
7
 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 

menjadi bagian penting dalam kerangka teoretik penelitian ini, 

mengingat peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator yang 

mengawasi praktik financial technology peer to peer lending dalam 

rangka memberikan perlindungan pada para pengguna baik lender 

maupun borrower. 

 

 

                                                           
 

7
 Ojk keluarkan peraturan baru terkait fintech.www ojk.go.id., diakses 

tanggal 15 Desember 2017. 
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2. Hukum Bisnis Syariah 

Bisnis dalam pengertian Islam umum disebut tijārah yaitu 

pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Dalam bisnis 

Islam, pengertian keuntungan tentu bukan hanya semata-mata 

berhenti pada tataran materil, melainkan sampai pada usaha 

bagaimana mendapatkan keridaan Allah ketika menjalankan bisnis. 

Pemikiran ini mengacu pada makna bisnis dalam al-Qur’an yang 

tidak hanya terkait dengan hal-hal yang bersifat material, tetapi 

justru kebanyakan mengarah pada nilai-nilai yang bersifat 

immaterial.
8
 

Hukum bisnis syariah merupakan transaksi yang selalu 

menerapkan  prinsip-prinsip syariah, sebagai sumber hukumnya al-

Qur’an dan al-Ḥadis Rasulullah memiliki tingkat kebenaran yang 

pasti. Dengan membaca dan memahaminya secara bersungguh-

sungguh kandungan al-Qur’an dan al-Ḥadis, seseorang akan 

mampu menemukan prinsip-prinsip hukum yang bersifat tekstual 

untuk dijadikan landasan ketika beramal. Namun perlu diketahui 

bahwa prinsip-prinsip hukum syariah tidak semuanya tekstual, 

melainkan juga ada yang bersifat kontekstual atau maknawiyah. 

Untuk mengetahui keberadaan prinsip-prinsip syariah sebagai dasar 

menetapkan hukum, seseorang membutuhkan pemahaman lebih 

lanjut. Disamping merujuk langsung pada sumber syariat, cara lain 

yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keabsahan hukum 

                                                           
 

8
 Burhanuddin S, Hukum Bisnis Syariah (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 

2. 
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ialah dengan cara mengikuti ketetapan ijmā’ dan qiyās yang 

terdapat dalam kitab-kitab fikih karangan para fuqahā’.
9
 

Hukum bisnis syariah dalam penerapannya selalu mendasarkan 

pada prinsip-prinsip syariah. Apabila ditinjau dari pendekatan usul 

fikih, hukum bisnis syariah merupakan produk hukum dari hasil 

pengembangan akad-akad muamalah. Dikatakan demikian karena 

sumber utama yang dijadikan dasar pembentukan hukum bisnis 

syariah pada hakikatnya ialah akad-akad muamalah yang selalu 

memiliki kerangka rujukan pada sumber syariat al-Qur’an dan al-

Ḥadis. Oleh karena itu, dalam menganalisis financial technology 

peer to peer lending, penulis menggunakan akad-akad muamalah 

yang dikembangkan, yang meliputi anatara lain: 

a. Akad Wakālah bil ‘Ujrah 

Akad Wakālah dalam fikih klasik ialah sebagai pemberi 

kuasa kepada penerima kuasa, untuk melaksanakan suatu tugas 

atas nama pemberi kuasa, namun dalam pengembangannya, 

akad wakālah digunakan oleh lembaga keuangan bank syariah 

atau lembaga keuangan syariah lainnya. Sedangkan ‘ujrah 

mempunyai arti upah, yakni mengambil manfaat dari orang lain 

dengan memberi konpensasi atas manfaat tersebut berupa uang 

atau barang yang sudah disepakati. Mencantumkan akad 

wakālah bil ‘ujrah dalam kerangka teoretik ini sangatlah 

penting, karena untuk menganalisis bagaimana posisi dan peran 

perusahaan financial technology peer to peer lending sebagai 

penyedia platform terhadap para penggunanya. 

                                                           
 

9
 Ibid., hlm. 13. 
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b. Akad Muḍārabah 

Akad Muḍārabah adalah akad kerjasama usaha antara 

ṣāhibul māl (pemilik dana) dengan muḍārib (pengelola dana) 

dengan nisbah bagi hasil yang sudah ditentukan, jika usaha 

mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh 

pemilik dana, kecuali didapati adanya kelalaian dan kesalahan 

dari pengelola dana, seperi penyelewengan, kecurangan, dan 

penyalah gunaan dana. Maka pihak pengelola bertanggung 

jawab atas kerugian itu.
10

 Akad bagi hasil Muḍārabah masuk 

dalam kerangka teoretik, sebagai bahan analisis akad yang 

dibuat antara pemberi pembiayaan sebagai ṣāhibul māl, dan 

borrower sebagai muḍārib yang dipertemukan langsung oleh 

system platform. 

c. Akad Musyārakah 

Musyārakah adalah akad kerjasama di antara para pemilik 

modal yang mencampurkan modalnya untuk tujuan mencari 

keuntungan.
11

 Dalam praktik akad musyārakah, antara mitra 

dan lembaga keuangan syariah sama-sama membiayai suatu 

usaha tertentu, selanjutnya baik mitra maupun lembaga 

keuangan mendapatkan pengembalian modal berikut dengan 

bagi hasil yang telah disepakati. Akad Musyārakah juga masuk 

dalam akad yang bisa dikaitkan dengan financial technology 

peer to peer lending, karena dalam system financial technology 

peer to peer lending praktik antara pemberi pembiayaan 

                                                           
 

10
 Muhamad, Manajemen Keuangan Syariah. cet, ke-2. (Yogyakarta: UPP 

STIM YKPN 2016), hlm.231. 

 
11

 Ibid., hlm. 231. 
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bersama-sama mencampurkan modalnya untuk memberikan 

pembiayaan kepada pelaku usah yang membutuhkan modal 

cukup besar. 

d. Murābahah 

Murābahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan 

tambahan keuntungan yang disepakati antara para pihak. Dalam 

murābahah, penjual menyebutkan harga pembelian barang 

kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas margin 

keuntungan dalam jumlah yang sudah ditentukan. 

Murābahah dikatakan sah apabila biaya-biaya perolehan 

barang dapat ditentukan secara pasti, jika biaya-biaya 

murābahah tidak dapat dipastikan, baik barang maupun 

komoditas yang dijual belikan maka tidak bisa menggunkan 

prinsip murābahah.
12

 Dalam praktik pembiayaan di financial 

technology peer to peer lending berbasis syariah banyak 

ditemukakan menggunakan akad murābahah untuk memenuhi 

dari pada kebutuhan pelaku UMKM dalam pengadaan barang 

atau jual beli dengan margin keuntungan yang sudah diketahui. 

Keterikatan pelaku bisnis pada ketentuan syariat yang berlaku, 

akan membarikan jalan kebenaran sekaligus batasan larangan, 

sehingga mampu membedakan di antara halal dan haram. Karena 

itu, pengembangan hukum bisnis syariah merupakan alternatif baru 

yang bertujuan selain untuk memberikan petunjuk bagaimana 

                                                           
 

12
  Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta : 

IIIT Indonesia, 2003), hlm. 163. 
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mencari keuntungan yang halal bagi pelaku bisnis, juga untuk 

mencari keridaan Allah SWT. 

3. Perikatan dalam Hukum Bisnis Syariah 

 Pengertian perikatan dalam Islam terdapat dua istilah, yaitu al-

‘Aqdu dan al-‘Ahdu. Al-‘aqdu bisa disamakan dengan verbintenis 

(perikatan) dalam hukum perdata. Sedangkan istilah al-‘Ahdu dapat 

disamakan dengan istilah perjanjian atau overeenkomst, yaitu suatu 

pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak 

mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain. 

ّّ لموّقّنيى هي أوفى بعهدٍ، وتقّى فإىّ اللهبل 13 حب
 

Ayat di atas tersebut menerangkan tentang janji-janji yang telah 

dibuat oleh seseorang baik terhadap Allah maupun janji yang dibuat 

untuk sesama manusia, seperti menunaikan amanah. 

Akad atau perikatan mempunyai tiga pengertian, yaitu 

mengikat, sambungan, dan janji. Pada setiap persetujuan 

mengandung tiga tahapan, yaitu perjanjian, persetujuan dua buah 

perjanjian atau lebih  dan perikatan. 

إلّّها حّلى م احهّا لمذّحي ءلهٌىل أوفىل بامعقىد، لحُلتّ مكن بهنوة للأًعحأ

14بكن هاحرحدحعلنكن غنر هبلىّ لمصّند وأًّن حرم،إىّ الله 
 

Berdasarkan ayat di atas tersebut dapat diketahui bahwa akad 

atau perikatan adalah janji setia kepada Allah SWT. Meliputi 

perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam 

pergaulan hidupnya sehari-hari. 

                                                           
 

13
 Ali-Imrān[3]: 76. 

 14 Al-Māidah [5] : 1. 
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 Perikatan dalam hukum bisnis syariah merupakan bagian dari 

hukum Islam di bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia 

di dalam menjalankan hubungan ekonominya. Menurut Tahrir 

Azhari, perikatan adalah seperangkat kaidah hukum yang 

bersumber dari al-Qur’an, al-Ḥadis, dan ar-Ra’yu yang mengatur 

tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu 

benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi.
15

 

 Dengan menggunkan teori perikatan dalam hukum bisnis 

syariah sebagai bahan analisis praktik financial technology peer to 

peer lending berbasis syariah, diharapkan mampu menerapkan 

kesesuaian akad-akad syariah. Sehingga praktik financial 

technology peer to peer lending berbasis syariah bisa dipertanggung 

jawabkan secara prinsip syariah dan benar-benar tidak mengandung 

unsur riba, garār, dan spekulasi. Hukum perikatan bisnis syariah 

juga bagian dari hukum Islam di bidang muamalah yang 

menerapkan metode terbuka atau transfaran. 

4. Asas-asas dalam Perikatan Hukum Bisnis Syariah. 

a. Mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan 

memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi 

dan konsisi yang mengitari manusia itu sendiri. Misalnya 

mengandung kemaslahatan, menjunjung tinggi prinsip-

prinsip keadilan, kejujuran, saling tolong menolong, dan 

tidak mempersulit, dan dilakukan atas dasar suka sama suka. 

b. Seluruh tindakan muamalah tidak terlepas dari nilai-nilai 

ketuhanan, artinya apapun jenis muamalah yang dilakukan 

                                                           
 15 Vaithzal Rivai, Arifiandy Permata, Marissa Greace Haque Fawzi, Islamic 

Transaction Law In Business cet. ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara,2011)., hlm. 223. 
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oleh muslim harus senatiasa dalam rangka mengabdi kepada 

Allah dan senantiasa berprinsip bahwa Allah selalu 

mengontrol dan mengawasi tindakan tersebut. 

c. Seluruh tindakan muamalah tidak terlepas dari nilai-nilai 

kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan akhlak 

yang terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai 

khalifah Allah di bumi.Atas dasar ini, nilai-nilai keadilan, 

kejujuran, dan saling menghargai sesama manusia amat di 

pentingkan dalam bermuamalah. 

d. Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan 

kemaslahatan masyarakat. 

e. Menegakkan prinsip-prinsip kesamaan hak dan kewajiban di 

antara sesama manusia.
16

 

Asas-asas perikatan dalam hukum bisnis syariah tersebut di atas 

adalah sebagai dasar umum bagi semua kegiatan muamalah, hal ini 

menjadi penting karena sebagai dasar atau petunjuk dalam 

mengkaji penerapan prinsip syariah pada financial technology peer 

to peer lendin berbasis syariah perspektif hukum bisnis syariah, 

agar nantinya semua mekanisme dan kegiatan financial technology 

peer to peer lending berbasis syariah tersebut, bisa menjadi 

kegiatan pembiayaan yang tidak bertentangan dengan syariah. 

G. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan 

analisis dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologi, sistematis 

dan konsisten. Metodelogi berarti sesuai dengan metode atau cara 

                                                           
 

16
 Vaithzal Rivai, Arifiandy Permata, Marissa Greace Haque Fawzi, Islamic 

Transaction Law InBusiness., hlm. 231-233. 
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tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan 

konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu 

kerangka tertentu.
17

 

Sedangkan metode penelitian adalah cara dan langkah-langkah 

yang efektif dan efisien untuk mencari dan menganalisis data dalam 

rangka menjawab rumusan masalah. Oleh karena itu objek pembahasan 

dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini masuk penelitian field research (penelitian 

lapangan/empiris), dalam penelitian ini menitikberatkan pada hasil 

pengumpulan data dari informasi yeng telah ditentukan.
18

 

Pengumpulan data berkenaan dengan penelitian tentang praktik 

financial technology peer to peer lending yang di dapat dari 

narasumber di Otoritas Jasa Keuangan Jakarta. 

2. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah normatif 

fatwa dan sosiologi hukum, yakni pendekatan penelitian yang 

mengkaji masalah dalam penerepan prinsip syariah berdasarkan 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-MUI/2018 Tentang 

Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan 

Prinsip Syariah. Sedangkan untuk pendekatan sosiologi hukum, 

yakni mendekati masalah-masalah yang ada dalam penerapan 

prinsip syariah pada financial technology peer to peer lending 

berbasis syariah melalui website Ammana Fintek Syariah kasus 

                                                           
 

17
 Soerjono Soekanto, pengantar penelitian hukum (Jakarta : Raja grafindi, 

2010)., hlm. 10. 
 

18
 Lexy J. Meleong, Metodologi penelitian kualitatif (Bandung: Rosda 

Karya, 2010) hlm. 135. 
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Bapak Risman Aulia penjual aneka bumbum masakan, dan melihat 

bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator yang 

mengawasi praktik financial technology peer to peer lending. 

3. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan Jakarta, yang 

beralamat di Wisma Mulia 2, jalan Jendral Gatot Subroto No. 42, 

Kuningan barat, Kelurahan Mampang Prapatan Jakarta Selatan, 

12710. Dengan demikian maka memudahkan untuk  menggali 

informasi yang dibutuhkan terkait dengan focus penelitian dalam 

tesis ini. 

4. Sumber Data 

 Mengenai sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini ada 

dua, yakni data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Sumber data primer pada penelitian ini adalah al-Qur’an, al-

Ḥadis, teori akad wakālah bil ‘ujrah, teori akad muḍārabah, 

teori akad musyārakah, teori akad murābaḥah, asas-asas dalam 

hukum bisnis syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis 

Ulama  Indonesia No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan 

Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip 

Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keungan No. 77/POJK.01/2016 

Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknology 

Informasi, dan wawancara kepada narasumber di Otoritas Jasa 

Keuangan Jakarta terkait dengan judul  penerapan prinsip 

syariah pada financial technology peer to peer lending berbasis 

syariah perspektif hukum bisnis syariah. Adapaun narasumber 

yang dimaksud, yakni: 
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1) Bagas Setiaji, bagian pengembangan dan penelitian 

financial technology Otoritas Jasa Keuangan. 

2) Isye, bagian pengembangan dan penelitian financial 

technology Otoritas Jasa Keuangan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yang dimaksud adalah data yang masih 

memiliki keterkaitan dengan data primer di atas, yang dapat 

membantu untuk memahami dan menganalisis data primer yang 

telah didapatkan. Data sekunder meliputi buku-buku tentang 

hukum bisnis syariah, paper ilmiah, artikel ilmiah, dan jenis 

karya ilmiah lainnya yang masih berkaitan dengan penelitian 

dalam tesis ini. 

5. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang dimaksud adalah cara 

memperoleh bahan-bahan yang diteliti, oleh karena itu penulis 

menggunakan beberapa metode dalam proses pengumpulan data, 

yaitu: 

a. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang 

telah diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan, bagian 

pengembangan dan penelitian financial technology Jakarta. 

Dokumen tersebut berupa data tentang perusahaan financial 

technology peer to peer lending berbasis syariah yang terdaftar 

dan berizin, dan data rasio NPL (Non Performing Loan). 

b. Wawancara 
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Pada penelitian ini penulis melakukan metode wawancara 

yang ditunjukan kepada narasumber di Otoritas Jasa Keuangan, 

yakni Bagas Setiaji dan Isye bagian pengembangan dan 

penelitian financial technology peer to peer lending. Tujuannya 

untuk menggali informasi mengenai financial technology peer 

to peer lending berbasis syariah, yang meliputi tentang 

mekanismenya, produk-produknya, dan peran Otoritas Jasa 

Keuangan dalam mengawasi aktivitas perusahaan financial 

technology peer to peer lending berbasis syariah yang terdaftar 

dan berizin, serta penerapan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-

MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi 

Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, dan semua yang 

berkaitan dengan fokus penelitian yang sedang diteliti. 

c. Kepustakaan 

Dalam metode pengumpulan data penulis juga 

menggunakan metode kepustakaan, hal ini menjadi penting 

karena untuk menjawab tujuan dari rumusan masalah nomor 

dua yakni untuk menjelaskan aplikasi akad yang sesuai dengan 

prinsip syariah pada financial technology peer to peer lending 

berbasis syariah perspektif hukum bisnis syariah, dengan 

mengumpulkan gambar-gambar dari website perusahaan 

Ammana Fintek Syariah, teori-teori akad, asas-asas dalam 

perikatan berbasis syariah, dan buku-buku yang berhubungan 

dengan hukum bisnis syariah. 

6. Metode Pengolahan Data 

Dalam metode pengolahan data penelitian ini menggunakan 

proses editing, classifying dan verifiying. 
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a. Editing/Edit 

Proses editing, untuk menghimpun data di lapangan, hal ini 

menjadi penting karna pada kenyataannya data yang telah 

terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan penulis, oleh 

karena itu untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses editing 

ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai 

dengan penelitian. 

b. Classifying/Klasifikasi 

Proses classifying ini agar penelitian lebih sistematis, maka 

data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori 

tertentu, yakni berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, 

sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

c. Verifiying/Verifikasi 

Verifiying dilakukan dalam upaya untuk melihat kebenaran 

data dan menjamin validitas data yang telah terkumpul, data-

data yang terkumpul dalam penelitian ini, seperti dokumen-

dokumen yang didapatkan dari Otoritas Jasa Keuangan, data-

data dari website Ammana Fintek Syariah, Fatwa Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan lain sebagainya 

yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Dengan proses 

verifikasi yang digunakan bertujuan untuk menyeleksi data agar 

sesuai dengan tema penelitian.  

7. Metode Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif 

dengan metode berfikir deduktif, yang dilakukan dengan 

pengelompokan data lapangan tentang financial technology peer to 
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peer lending berbasis syariah dan dalam kajiannya dilengkapi 

dengan analisis normatif fatwa. 

Maka langkah pertama yakni pengelompokan data, baik data 

hasil lapangan berupa wawancara, dokumen-dokumen, dan 

pengumpulan data dari Otoritas Jasa Keuangan, maupun data dari 

kepustakaan berupa Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-

MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi 

Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, buku-buku yang 

berhubungan dengan hukum bisnis syariah, dan sumber dari hukum 

Islam yakni al-Qur’an, al-Hadis. 

Setelah selesai pengelompokan data secara sistematis tersebut, 

selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan metode 

berfikir deduktif, yakni menganalisis data yang berkaitan dengan 

objek penelitian secara umum tentang financial technology peer to 

peer lending, kemudian ditarik dan dihubungkan dengan bagian 

khusus tentang  penerapan prinsip syariah pada financial 

technology peer to peer lending berbasis syariah perspektif hukum 

bisnis syariah. Tujuannya untuk memberikan jawaban secara utuh 

dan komprehensif terhadap rumusan masalah yang diteliti. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Bab I adalah Pendahuluan, yang terdiri dari beberapa bagian, di 

antaranya: latar belakang masalah, yaitu bagian yang memuat tentang 

urgensi dan dasar argumen yang menunjukkan bahwa penelitian 

dengan judul penerapan prinsip syariah pada financial technology peer 

to peer lending berbasis syariah perspektif hukum bisnis syariah benar-

benar penting dan layak untuk dikaji dan diteliti. Dilanjutkan dengan 
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rumusan masalah yang menanyakan poin-poin penting untuk dijawab 

dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan. Kemudian 

dilanjutkan dengan pemaparan tentang tujuan penelitian dan manfaat 

penelitian yang menjelaskan alasan kelayakan atas masalah yang 

diteliti. Selanjutnya pemaparan tentang kajian pustaka yang berisi 

tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan dalam lingkup 

financial technology peer to peer lending. Tahap berikutnya 

menjelaskan tentang kerangka teoretik yang mana sebagai dasar 

paradigma untuk menganalisis dan menjawab masalah dari substansi 

penelitian. Selanjutnya pemaparan metode penelitian, pada bagian 

metode penelitian ini sebagai instrument agar penelitian lebih terarah. 

Tahap berikutnya sistematik pembahasan yang membantu 

menggambarkan alur penelitian yang dilakukanan. 

Bab II berisi tentang pemaparan teori yang digunakan untuk 

menganalisis data yang telah penulis dapatkan dari beberapa literatur. 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan teori akad dalam hukum bisnis 

syariah yang bisa diterapkan pada financial technology peer to peer 

lending berbasis syariah, klasifikasi perusahaan financial technology 

peer to peer lending yang ada di Indonesia, dan peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan No. 77/POJK/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam 

Uang Berbasis Teknologi Informasi. 

Bab III berisi tentang pemaparan data yang diperoleh dari lapangan, 

dan hasil wawancara di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada bab ini, 

penulis menjelaskan terkait gambaran umum tentang peran Otoritas 

Jasa Keuangan sebagai regulator dan pengawas aktivitas perusahaan 

financial technology peer to peer lending. Pada bab ini juga dijelaskan 

tentang eksistensi perusahaan financial technology peer to peer lending 
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berbasis syariah dan mekanismenya, serta menjelaskan Fatwa Majelis 

Ulama Indonesia No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan 

Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah 

Bab IV adalah pembahasan penelitian. Pada bab ini membahas 

tentang inti dari penelitian, yaitu analisis aplikasi prinsip syariah pada 

fianancial technology peer to peer lending berbasis syariah perspektif 

hukum bisnis syariah, antara lain: 

1. Aplikasi akad wakālah bil ‘ujrah dalam praktik financial 

technology peer to peer lending berbasis syariah. 

2. Aplikasi akad-akad pembiayaan dalam financial technology peer 

to peer lending berbasis syariah. 

3. Analisis contoh kasus pembiayaan di Ammana Fintek Syariah. 

Bab V yaitu penutup yang terdiri dari: kesimpulan yang di 

dalamnya menjawab dari semua rumusan masalah. Pada bab ini berisi 

tentang saran-saran yang membangun bagi penelitian selanjutnya, 

sehingga kedepannya akan terus berkembang penelitian tentang 

penerapan prinsip syariah pada financial technology peer to peer 

lending berbasis syariah perspektif hukum bisnis syariah dan bisa dapat 

lebih baik dari sekarang. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan tentang penerapan prinsip syariah pada financial 

technology peer to peer lending berbasis syariah perspektif hukum 

bisnis syariah, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain: 

1. Mekanisme Financial Technology Peer To Peer Lending 

Berbasis Syariah 

 Perusahaan financial technology peer to peer lending berbasis 

syariah adalah penyelengara layanan jasa keuangan yang 

mempertemukan investor / pemberi pembiayaan dan pelaku 

UMKM / penerima pembiayaan melalui jaringan internet.  

 Perusahaan financial technology peer to peer lending berbasis 

syariah bisa dikatakan sebagai pengganti peranan bank untuk 

melakukan pendanaan kepada para nasabahnya. Melalui perusahaan 

financial technology peer to peer lending berbasis syariah, 

seseorang bisa melakukan investasi dalam bentuk memberikan 

pembiayaan kepada para pelaku UMKM. Perusahaan financial 

technology peer to peer lending berbasis syariah terbukti dalam 

perkembangannya sangat pesat dalam waktu yang relatif singkat. 

Banyak dari para pelaku UMKM mengajukan pembiayaan melalui 

platform financial technology peer to peer lending berbasis syariah 

dengan alasan praktis dan cepat.  

 Sebagai contoh mekanisme pembiayaan dalam financial 

technology peer to peer lending berbasis syariah yakni, diawali 

dengan permintaan pelaku UMKM yang membutuhkan modal 
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untuk pengadaan bahan-bahan aneka bumbu masakan di pasar, 

kemudian pelaku UMKM yang membutuhkan modal tersebut 

mengisi formulir pendaftaran sebagai orang atau badan hukum yang 

membutuhkan modal secara cepat menggunakan jaringan internet. 

Selanjutnya melampirkan laporan penghasilan per bulan atau slip 

gajih, nomor rekening, NPWP, dan kelengkapan lainnya yang 

dibutuhkan untuk pengajuan pembiayaan.  

 Kebutuhan dari pembiayaan yaitu, pengadaan barang untuk 

bahan-bahan anake bumbu masakan yang membutuhkan modal 

sebesar Rp. 10.000.000,00. Setelah selesai mengisi formulir, 

kelengkapan lampirannya, dan tujuan dari pembiayaan, maka 

langkah berikutnya perusahaan akan verifikasi pengajuan 

permohonan pembiayaan dari pelaku UMKM sebelum ditampilkan 

di marketplace. Apabila permohonan pimbiayaan tersebut lolos 

verifikasi maka akan muncul di marketplace, untuk kemudian bisa 

dilihat oleh para investor, dan bagi para investor yang tertarik 

memberikan pembiayaan dengan akad-akad yang disesuaikan yakni 

seperti muḍārabah, musyārakah, murābaḥah maka akan 

mendapatkan keuntungan dari bagi hasil sekitar 16% - 17%. 

a. Keuntungan menggunakan Financial Technology Peer To 

Peer Lending  berbasis syariah. 

1) Keuntungan bagi investor 

Keuntungan investasi di financial technology peer to 

peer lending berbasis syariah lebih besar dari investasi 

di bank syariah, karena penyelenggara hanya mengambil 

fee sebesar 1% dari bagi hasil atau margin keuntungan 

16% - 17% yang disepakati kepada Pelaku UMKM. 



124 
 

Selain itu proses investasi di financial technology peer 

to peer lending berbasis syariah sangat mudah, efektif, 

dan efisien. Investor bisa bertransaksi dimana saja 

dengan pelaku UMKM yang ia inginkan. 

2) Keuntungan bagi pelaku UMKM  

Sedangkan keuntungan yang didapat bagi para pelaku 

UMKM yakni proses dan syarat mengajukan 

pembiayaan mudah, apalagi bagi pelaku UMKM yang 

membutuhkan modal cepat, financial technology peer to 

peer lending berbasis syariah bisa menjadi alternatif 

pembiayaan pada saat mendesak. Selain itu perusahaan 

financial technology peer to peer lending berbasis 

syariah juga menerima nasabah atau UMKM yang 

ditolak di bank syariah, bagi para nasabah yang tidak 

memiliki akses ke bank syariah dengan dalih syarat 

pembiayaan kurang lengkap, dokumen tidak memenuhi 

syarat atau mungkin terlalu berisiko, maka dalam hal ini 

perusahaan financial technology peer to peer lending 

berbasis syariah bisa saja memberikan pembiayaan. 

2. Analisis aplikasi Financial Technology Peer To Peer Lending 

Perspektif Hukum Bisnis Syariah. 

 Menurut kaidah fikih, pada dasarnya semua  transaksi itu 

dibolehkan kecuali ada hukum yang melarangnya. Begitupun 

dengan praktik fianacial technology peer to peer lending, bisa 

menjadi perusahaan berbasis syariah jika dalam aplikasinya 

menggunakan prinsip-prinsip syariah, nilai-nilai kejujuran, amanah, 

adil, maslahah tidak zalim yang dapat merugikan pihak lain, 
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 Dalam kajian financial technology peer to peer lending, Dewan 

Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa  

No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis 

Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa tersebut 

menjelaskan bahwa ada tiga subjek hukum dalam praktik financial 

technology peer to peer leding berbasis syariah yaitu: 

Penyelenggara, Pemberi pembiayaan, dan Penerima pembiayaan. 

 Dari ketiga subjek hukum tersebut posisi penyelenggara adalah 

wakil dari pemberi pembiayaan maupun penerima pembiayaan, 

sehingga kesesuaian akad dalam prinsip syariahnya penyelenggara 

menggunakan akad wakālah bil ‘ujrah.  

 Sebagai wakil yang mempertemukan antara pemberi 

pembiayaan dan penerima pembiayaan, penyelenggara berhak 

mendapatkan ‘ujrah (imbalan) dari yang melalukan transaksi, 

sedangkan untuk jumlahnya sesaui kesepakatan ketika akad itu 

sudah disepakati. 

 Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, 

bahwa dalam melakukan pembiayaan tidak ada intervensi dari 

pihak penyelenggra layanan financial technology peer to peer 

lending berbasis syariah, baik ketika pemberi pembiayaan 

memberikan pembiayaan dengan prosentase bagi hasilnya, maupun 

nominal yang dipinjam oleh penerima pembiayaan. proses transaksi 

sepenuhnya diserahkan kepada keduanya, melaui escrow account 

dan virtual account yang telah disediakan oleh pihak penyelenggara 

 Bahwa untuk aplikasi akad dalam pembiayaan pihak perusahaan 

financial technology peer to peer lending berbasis syariah 

menyediakan akad yang digunakan oleh pihak yang melakukan 
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pembiayaan, di antaranya, seperti akad musyārakah, akad 

muḍārabah, dan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah. 

 Akad-akad tersebut hasil rekomendansi dari DPS (Dewan 

Pengawas Syariah) yang ditunjuk langsung oleh DSN-MUI (Dewan 

Syariah Nasional- Majlis Ulama Indonesia). 

3. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi praktik  

Financial Technology Peer To Peer Lending. 

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang 

bertugas mengawasi dan mengatur dalam sektor jasa keuangan 

yang meliputi perbankan, pasar modal, asuransi, dan termasuk 

perusahaan financial technology peer to peer lending. 

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi praktik 

financial technology peer to peer lending, di antara regulasinya 

yaitu: 

a. Perusahaan financial technology peer to peer lending wajib 

mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. 

b. Perusahaan financial technology peer to peer lending wajib 

mempunyai SOP (Standar Operasional Perusahaan). 

c. Perusahaan financial technology peer to peer lending wajib 

membuat laporan bulanan dan tahunan. Apabila ada 

sengketa, setidaknya pihak penyelenggara melakukan 

tindakan penyelesaian sesuai dengan SOP. 

d. Perusahaan financial technology peer to peer lending wajib 

menjaga kerahasiaan data dan keutuhan data para 

penggunanya, serta memastikan tersedianya proses 

autentikasi, verifikasi, dan validasi. 
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e. Perusahaan financial technology peer to peer lending wajib 

memberikan edukasi dan perlindungan kepada seluruh 

penggunannya dengan menerapkan prinsip transparan dan 

adil.  

f. Perusahaan financial technology peer to peer lending harus 

mewajibkan penggunanya untuk membuat escrow account 

untuk lender / investor dan virtual account untuk borrower / 

pelaku UMKM. 

B. Saran 

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan berdasarkan hasil 

pembahasan dalam penelitian yang dilakukan adalah: 

1. Bagi Otoritas Jasa Keuangan, para pihak yang berwenang, dan 

seluruh perusahaan financial technology peer to peer lending, 

dalam pembuatan peraturan serta kebijakan, untuk memperhatikan 

terkait perlindungan bagi para penggunnya khususnya bagi investor 

yang mengalami gagal bayar, harus ada sanksi tegas bagi para pihak 

yang dapat merugikan pihak lain dalam financial technology peer to 

peer lending. Agar tercipta keadilan, keamanan, dan kenyamanan 

bersama. 

2. Bagi para pihak, baik lender / investor maupun borrower / 

pelaku UMKM yang menggunakan layanan financial technology 

peer to peer lending, carilah perusahaan peer to peer lending yang 

kredibel, transparan, mempunyai SOP (Standar Operasional 

Perusahaan) yang  bisa menjamin kerahasiaan dan keutuhan data, 

dan yang paling penting bisa menjadi mediator apabila suatu saat 

ada sengketa di antara para penggunannya.  
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3. Untuk para akademisi hasil penelitian ini dapat menjadi acuan 

bagi peneliti lain, dalam mengembangkan penelitian dengan topik 

atau pendekatan yang berbeda, maupun mengoreksi dan melakukan 

perbaikan terhadap topik penelitian ini. 
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    LAMPIRAN-LAMPIRAN 

  LAMPIRAN 1: TERJEMAH KUTIPAN AL-QURAN DAN 

BAHASA ARAB 

No Hlm F

n 

Terjemah 

   Bab I 

1 16 1

3 

(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji 

(yang dibuat)nya dan bertakwa, maka Sesungguhnya 

Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. 

2 16 1

4 

 

 

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 

dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak 

menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan 

haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum 

menurut yang dikehendaki-Nya. 

   Bab II 

3  29 2

1 

Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka 

saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah 

seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu 

berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada (disini) 

sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): 

"Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu 

berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara 

kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang 

perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan 



 
 

II 
 

yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan 

itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan 

janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada 

seorangpun. 

4 30 2

2 

Bahwasannya Rasulullah Saw., Mewakilkan kepada Abu 

Rāfi’, dan seorang anṣār untuk mewakilkannya 

mengawini Maimūnah binti al-Hāriṡ. 

5 33 2

7 

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil 

perniagaan) dari Tuhanmu. 

6 33 2

8 

Dari Abdulah bin Umar dari Rasulullah saw, bahwa 

Rasulullah menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khoibar 

kebun kurma dan lading daerah Khoibar, agar mereka 

menggarapnya dengan biaya mereka sendiri, dengan 

perjanjian, Rasulullah saw. mendapatkan separuh dari 

panennya.  

7 36 3

1 

Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 

berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada 

sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman 

dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah 

mereka ini. 

 

8 36 3

2 

Sesungguhnya Allah Azza wa Zallah berfirman ”Aku 

adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama 

salah satu tidak ada yang menghianati pihak yang lain. 

jika salah satu pihak berhianat Aku keluar dari mereka” 

9 33 3 Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu. 



 
 

III 
 

4 

10 35 3

5 

Dari Nabi saw. Ia berkata: kedua orang yang saling 

berniaga memilik hak pilih (khiyār) selama keduanya 

belum berpisah, dan bila keduanya berlaku jujur dan 

menjelaskan, maka akan diberkahi untuk mereka 

penjualnya, dan bila mereka berlaku dusta dan saling 

menutup-nutupi, niscaya akan dihapuskan keberkahan. 

11 41 4

1 

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan 

kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu 

saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 

mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 

taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Mengenal. 

12 42 4

4 

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan 

(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

13 46 5

1 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan 

suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu ; Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu. 

14 47 5

4 

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada 

Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar, 
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LAMPIRAN 2 : PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA 

 

Tanggal : 3 Mei 2018 

Tempat : Wisma Mulia 2, jalan Jendral Gatot Subroto No. 42, 

Kuningan      Barat, Kelurahan Mampang Prapatan 

Jakarta Selatan, 12710 

Judul  : Financial Tecnology Peer To Peer Lending Perspektif 

Hukum      Bisnis Syariah  Studi di Otoritas Jasa 

Keuangan Jakarta 

Daftar Pertanyaan 

1. Apa yang anda ketahui tentang fintech? 

2. Sejak kapan fintech mulai terdaftar di ojk? 

3. Apa dasar hukum yang digunakan dalam pengawasan praktik 

fintech? 

4. Bagaimana model aturan ojk terhadap fintech? 

5. Ada berapa perusahaan fintech yang sudah terdaftar di ojk? 

6. Salah satu produk fintech adalah peer to peer lending, apa yang 

anda ketahui tentang layanan tersebut? 

7. Bagaimana mekanisme pembiayaan peer to peer lending? 

8. Adakah jaminan perlindungan bagi pengguna peer to peer lending 

baik investor maupun peminjam? 

9. Sejauh mana pengawasan ojk terhadap praktik peer to peer 

lending? 

10. Apabila nasabah mengalami kredit macet/terkena hack terhadap 

kerahasiaan  dokumen dan data pribadi apa peran ojk sebagai 

legulator? 



 
 

V 
 

11. Apa bentuk tanggung jawab fintech peer to peer lending terhadap 

para pihak baik investor maupun peminjam? 

12. Adakah jaminan kerahasiaan dokumen dari data nasabah ketika 

melakukan transaksi? 

13. Apakah ada peer to peer lending berbasis syariah yang terdaftar di 

ojk? 

14. Akad perjanjian apa yang menjadi dasar hukum transaksinya? 

15. Ojk Sebagai lembaga independent, adakah keterlibatan baik dalam 

bentuk persetujuan maupun anjuran dari DSN-MUI kaitannya 

dalam penerapan layanan dan praktik peer to peer lending berbasis 

syariah? 

16. Adakah regulasi khusus untuk para pelaku bisnis peer to peer 

lending yang beragama Islam agar praktik tersebut dapat dilakukan 

dengan prinsip hukum bisnis syariah? 
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LAMPIRAN 3 : BUKTI TANDA TERIMA PENGIRIMAN SURAT 

KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN 
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LAMPIRAN 4 : SURAT PERNYATAAN 
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